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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Bentuk kewenangan partai politik dalam pengusulan calon legislatif yaitu 

rekrutmen politik adalah proses pemilihan atau pengangkatan individu untuk 

diberikan peranan tertentu dalam sistem politik. Hal tersebut dilakukan dengan 

memberikan perhatian khusus pada individu yang memiliki bakat tertentu dan 

sifat kepemimpinan. rekrutmen partai politik adalah menyeleksi anggota baru 

untuk dijadikan sebagai anggota baru dengan tujuan meregenerasi dalam rangka 

menjaga eksistensi partai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk 

kewenangan partai politik tersebut yaitu, konteks politik nasional, dinamika 

internal partai politik, faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan partai. 

2. Regulasi dan kebijakan pemerintah terkait pengusulan terpidana korupsi sebagai 

calon legislatif yang telah mempengaruhi dinamika politik ditingkat legislatif, 

dimana mantan terpidana korupsi dapat maju sebagai calon legislatif maka dia 

harus mengumumkan kepada masyarakat bahwa dia adalah mantan terpidana 

korupsi dan jika dia divonis hukuman penjara selama 5 tahun maka dia harus 

menunggu masa zeda 5 tahun agar dapat mencalonkan diri sebagai calon 

legislatif. Dimana yang harus dijaga adalah hak rakyat Indonesia yang jumlahnya 

miliaran daripada hak mantan narapidana koruptor, dimana perbuatan korupsi 

adalah tetap perbuatan jahat, apakah dihukum hanya satu tahun atau lebih dari 

lima tahun. Bukan lamanya hukuman yang dilihat, tetapi mentalitas dan integritas 

yang cacat-lah yang terlarang bagi pejabat public.  

B. SARAN 

1. Partai politik sebagai representasi wakil rakyat yang akan menduduki di lembaga 

legislatif harus menjaring calon-calon legislatif yang mampu bersih serta 
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memiliki kapasitas dan juga kapabilitas sesuai dengan aturan dan kebijakan serta 

etika pemerintahan dan juga politik. 

2. Perlunya penguatan partai politik dalam sistem pengkaderan dan juga rekrutmen 

menjadi bahan baku utama dalam rekrutmen politik yang bisa dilakukan oleh 

partai politik dengan cara pebimbinaan kader berkesinambungan seperti latihan 

atau sekolah pengkaderan. Rekrutmen instan hanya menyebabkan lemahnya 

sistem seleksi dipartai dan loyalitas partai. 
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